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Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA

bahwa sesuai dengan pasal 160 ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa
pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja herkenaan dilakukan atas persetujuan
Sekretaris Daerah dengan cara mengubah peraturan kepala daerah

‘tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya

dianggarakan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD; :

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2012 huruf ¢ angka 4 menyatakan dalam penetapan APBD
penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka
penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan
dengan cara melakukan perubahan peraturan Walikota tentang
penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan
DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima
bantuan;

bahwa surat Sekretarias Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/761
menyatakan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Sibolga
yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢ di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/38/2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013.

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Ctonorma Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Neomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaian Negara Reputblik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421});

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(T.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undan ({(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indoensia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabhun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); :

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistein Informasi
Keuangen Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576); .

g%

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Momor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614) ; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor' 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah
Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tatakerja Kecamatan Pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tatakerja Kelurahan Pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 14};

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga
Tahun 2009 Nomor 8);
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Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun
2009 Nomor 9); ‘

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perda
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga
Tehnis Daerah Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2012;

*Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-332 tanggal 1 Juli 2010

tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Walikota
Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/783/KPTS/Tahun
2012 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sibolga
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
dan Rancangan Peraturan Walikota Sibolga Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/38/2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 9(G3/38/2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN Z01i3

Pasal 1
1. Pendapatan : .
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 30.586.785.400,00
b. Dana Perimbangan Rp. 385.446.685.373,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 88.381.422.778,00
yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp. 504.414.893.551,00
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanija Pegawai Rp. 243.796.474.417,00
2) Belanja Hibah Rp. 3.503.750.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.460.000.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 350.000.000,00
Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota/Peme
rintahan Desa dan Partai Politik

5) Belanja Tidak Terduga Rp. 4.,087.725.170,00
Jumlah Belanja Tidak langsung Rp. 254.197.949.587,00
b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 34.940.567.500,00
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 111.050.971.935,00
3). Belanja Modal Rp. 121.997.450.609,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. = 267.988.990.044,00
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3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 23.044.918.680,00
b. Pembiayaan Rp. 5.272.872.600,00
Jumlah Pembtiayaan Netto Rp. 17.772.046.080,00
Pasal 2

.Ringkasan Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 903/38/2012 tentang Penjabaran APBD
Kota Sibolga TA. 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Penjabaran Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 903/38/2012 tentang Penjabaran APBD
Kota Sibolga TA. 20132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 903/38/2012 tentang
Penjabaran APBD Kota Sibolga TA. 2013 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih

lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 27 Maret 2013

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

iundangkan di Sibolga cat o BENA T
ada tanggal 28 Mearet 2013 it : ! FEH“HGMJME
P
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, ’ SEKDA
F o
0 JASS .1
S,\“)
KABAG . Y, T‘;-, .
MOCHAMAD SUGENG . I
. ASUBBAR _| :: J
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2013 NOMOR .¥x 1




3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 23.044.918.680,00
b. Pembiayaan Rp. 5.272.872.600,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 17.772.046.080,00
Pasal 2

Ringkasan Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 903/38/2012 tentang Penjabaran APBD
Kota Sibolga TA. 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Penjabaran Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 903/38/2012 tentang Penjabaran APBD
Kota Sibolga TA. 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 903/38/2012 tentang
Penjabaran APBD Kota Sibolga TA. 2013 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih

lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Valikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam
Berita Daerah. :

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 2} Maret 2013

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH XOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SU




